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(Dinas Kependudukan dan Catatan Pelayahan Sipil) 
Kabupaten Garut serta BAPENDA (Badan Pendapatan 
Daerah) Kabupaten Garut.  

Kegiatan UMD Unpar Pendampingan Penyusunan dan 
Pemuktakhiran Data Desa merupakan kegiatan yang 
mendukung pencapaian dari Outcome 2 KOMPAK yaitu The 
Poor and Vulnerable benefit from improved village 
governance  atau  masyarakat  misk in  dan rentan 
mendapatkan manfaat dari meningkatnya tata pemerintahan 
desa. Hal ini sesuai dengan ra�onale atau logika perubahan 
yang menjadi tujuan dari Program UMD Unpar yaitu bahwa 
Data Kependudukan Desa, Data Monograf Desa yang 
merupakan basis data utama dalam upaya pembangunan di 
�ngkat desa. Hal ini berar� �ngkat ketepatan penyaluran 
berbagai bantuan dan program dari pemerintah (kabupaten, 
provinsi, maupun pusat) sangat ditentukan oleh ketersediaan 
data desa. Sementara itu kelompok miskin dan rentan 
biasanya adalah kelompok yang �dak terdokumentasikan 
data-datanya secara baik. Kegiatan ini diharapkan dapat 
meningkatkan kualitas akurasi data desa khususnya data 
masyarakat miskin dan rentan kemiskinan, sehingga data 
tersebut dapat dijadikan pijakan untuk melakukan intervensi 
program penanganan kemiskinan dan pemberdayaan. 

Terdapat beberapa hasil (outcomes/deliverables) yang 
muncul dari  kegiatan UMD Unpar Pendampingan 
Penyusunan dan Pemuktakhiran Data Desa ini. 
Pertama, telah dihasilkan kesepakatan kerjasama dengan 
DISDUKCAPIL Kabupaten Garut. Dengan menyadari bahwa 
instrumen (alat) pengumpulan data UMD Unpar adalah 
instrumen yang baik dan sesuai dengan fuungsi dan tugas 
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peran univers i tas  da lam berkontr ibus i  terhadap 
pembangunan desa. KOMPAK sebagai pemberi dana kegiatan 
memandang usulan kegiatan UMD oleh program studi IAP 
perlu menjadi showcase dan buk� peran universitas dalam 
pembangunan desa, walaupun wilayah Jawa Barat yang 
menjadi fokus wilayah kerja usulan UMD Unpar, bukan 
merupakan wilayah kerja KOMPAK. 

Rangkaian kegiatan seleksi Program Universitas Membangun 
Desa dilaksanakan dari bulan Maret sampai dengan bulan 
April 2016. Rangkaian kegiatan tersebut dimulai dari 
penulisan proposal/conceptual note sampai dengan 
presentasi conceptual note. Empat ins�tusi menjadi 
pemenang dari seleksi Universitas Membangun Desa, selain 
program studi Ilmu Administrasi Publik Unpar, �ga ins�tusi 
lainnya adalah Universitas Ar-Raniry- Aceh, Universitas 
Jember, dan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 

Kegiatan UMD Unpar-KOMPAK berupa Pendampingan 
Penyusunan dan Pemuktakhiran Data Desa dimulai dari 
ke g i a t a n  m a h a s i s w a  m e n g u m p u l k a n  d a t a - d a t a 
kependudukan dan data umum desa selama 3 minggu. 
Pengumpulan data kependudukan dan data umum dengan 
menggunakan kuesioner yang telah disiapkan oleh �m dosen 
dilakukan di se�ap rumah tangga, dari pintu ke pintu. Untuk 
mengumpulkan data desa ini,  mahasiswa mela�h 
kemampuan mereka untuk berkomunikasi dengan 
masyarakat, belajar menegosiasikan waktu untuk bertemu 
dengan warga desa, bahkan belajar menggunakan bahasa 
Sunda untuk bisa menggali data yang lengkap. Setelah data 
terkumpul, mahasiswa menginput data-data yang terkumpul 
ke dalam dokumen lunak (excel file dan spss file), melakukan 
pengolahan data (data cleaning), sedangkan analisa data 
dilakukan oleh �m dosen. 

Setelah proses pengumpulan dan pemutakhiran data desa, 
dilakukan sosialisasi data kependudukan dan data desa 
tersebut dan juga verifikasi data-data tersebut dengan kepala 
desa dan aparat RT & RW masing-masing desa. Selanjutnya, 
dilakukan seminar 'urgency data desa' yang dilakukan di 
�ngkat kecamatan. Seminar ini didukung oleh DISDUKCAPIL 
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p e n g a b d i a n 
m a s y a r a k a t  o l e h 
program studi  IAP 
bekerjasama dengan 
I A P A  b e r u p a 
p e n y e l e n g g a r a n 
Training of Trainer 
(ToT) kepada seluruh 
program studi Ilmu 
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Publik/Administrasi 
Negara anggota dari 
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b e r f o k u s  p a d a 
kegiatan sharing dan 
replikasi pengalaman 
melaksanakan UMD 
berupa Pendampingan Penyusunan dan Pemuktakhiran Data 
Desa melalui kegiatan KKL/KKN oleh program studi IAP/IAN di 
seluruh wilayah di Indonesia. Output atau hasil yang 
diharapkan dari kegiatan ToT ini adalah proposal kegiatan 
pengabdian masyarakat melalui program KKL/KKN oleh 
program studi IAP/IAN di wilayah desa pilihan masing-
masing. Hal ini tentu sejalan juga dengan tujuan dari UMD 
KOMPAK yaitu replikasi kegiatan UMD melalui KKL/KKN yang 
berhasil di seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan ToT ini 
dilaksanakan dengan memper�mbangkan juga bahwa 
program studi IAP Unpar telah menerima permintaaan dari 
Desa Kerta di Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, 
Provinsi Bali untuk melakukan kegiatan Pendampingan 
Penyusunan dan Pemuktakhiran Data Desa. Dengan 
memperha�kan keterbatasan waktu dan jarak, dan 
memanfaatkan hasil ToT ini maka kegiatan yang diinginkan 
oleh Desa Kerta dapat dilaksanakan oleh salah satu program 
studi IAP/IAN dari Bali peserta ToT tersebut.

Dengan beberapa hasil kegiatan UMD Unpar yang telah 
dielaborasi di atas, masih terdapat tantangan dari kegiatan 
UMD Unpar ini, yaitu bagaimana data-data yang telah 
terkumpul ini dapat dimanfaatkan sebagai basis data dalam 
perencanaan pembangunan di �ngkat desa (MUSRENBANG 
Desa). Hal ini akan menjadi potensi yang luar biasa dengan 
memperha�kan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 
Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang 'Standard Pelayanan 
Minimal (SPM) Desa'. Dengan memanfaatkan data yang telah 
dikumpulkan, data-data tersebut dapat dimanfaatkan 
sebagai salah satu aspek SPM Desa yang tertuang dalam Pasal 
5 Permendagri tersebut. 

Tiga Desa yang telah menjadi fokus kegiatan UMD Unpar 
dapat mulai diinisiasi untuk menjadi salah satu desa 
percontohan SPM Desa, sesuai yang diamanatkan dalam 
Pasal 22 ayat (2) Permendagri tersebut. Desa Percontohan 
SPM Desa akan menjadi laboratorium luar biasa bagi 
mahasiswa dan juga dosen-dosen di program studi IAP 
bahkan mungkin dapat melibatkan program studi lain. 

Tu�k Rachmawa�, Ph.D., Ketua Program Studi Ilmu 
Administrasi Publik, Universitas Katolik Parahyangan.
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Sebagai bentuk komitmen pengakuan akan KKL Prodi IAP 
tersebut, BPS Kabupaten Garut saat ini sedang mengajukan 
pendanaan dalam APBD Kabupaten Garut di tahun 2018 
untuk penyelenggaran kegiatan Pengumpulan dan 
Pemutakhiran Data Kependudukan dan Data Desa. Dengan 
dianggarkannya kegiatan tersebut dalam APBD kabupaten 
Garut di tahun 2018, maka kegiatan pengumpulan data 
terjamin pendanaannya. Hal ini menjadi harapan dari 
program studi IAP Unpar yaitu bahwa kegiatan KKL PRODI IAP 
UNPAR dapat lebih berkontribusi terhadap peningkatan 
kinerja layanan oleh pemerintah.

Kedua, Data-data kependudukan yang telah diverifikasi oleh 
pihak kepala desa dan aparat desa tersebut, telah 
dimanfaatkan sebagai basis data untuk Penetapan Da�ar 
Pemilih Tetap (PDPT) dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 
di Desa Mekarluyu. Dengan demikian, salah satu manfaat 
yang didapatkan dari pengumpulan dan pemutakiran data 
kependudukan adalah berkurangnya kemungkinan-
kemungkinan kesalahan penda�aran pemilih tetap dalam 
pilkades dan mengurangi terjadinya manipulasi surat suara 
dalam pilkades yang seringkali terjadi dalam pemilihan kepala 
desa.  

Ke�ga, data-data kependudukan yang telah diverifikasi oleh 
pihak kepala desa dan aparat desa tersebut, telah 
dimanfaatkan sebagai basis data untuk panduan pembagian 
beras sejahtera (sebelumnya bernama program beras 
miskin/raskin). Dengan demikian, ra�onale dari kegiatan 
UMD Unpar yaitu bahwa kegiatan Pendampingan 
Penyusunan dan Pemuktakhiran Data Desa ini bermanfaat 
bagi masyarakat miskin dan rentan telah terbuk�. Masyarakat 
miskin yang data-datanya terkumpul dengan baik dan ter-
update dengan baik dapat menikma� manfaat yaitu terdata 
dalam program-program bers i fat  bantuan untuk 
meningkatkan kesejahteraan. 

Keempat, untuk terus menularkan warisan/legacy program 
studi IAP Unpar ini, maka dirancang sebuah kegiatan 
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Richard Sianturi

Refleksi

ASEAN sudah berumur setengah abad. Untuk sebuah 
organisasi kerja sama antar negara, umur sebanyak ini 
adalah saat yang tepat untuk memperkuat hubungan 

di antara para anggota. Meskipun selama perjalanannya 
sampai saat ini, ASEAN �dak bebas dari tantangan-tantangan, 
namun nyatanya sepuluh negara anggota tetap berkomitmen 
untuk kesatuan dan keutuhan keluarga besar ASEAN. 
Dinamika yang �mbul sampai saat ini kiranya bisa dilihat 
sebagai bahan dasar yang terus memperkuat ASEAN. Melihat 
sebagai alasan untuk tetap op�mis daripada pesimis di masa 
depan.

ASEAN sejak awal dibentuk karena kesamaan akan banyak hal 
di tubuh negara-negara kawasan Asia Tenggara: ciri khas 
sosial budaya, karakter warga, kesamaan �ngkat kematangan 
ekonomi dan poli�k serta tantangan yang dihadapi dari luar 
kawasan. Tantangannya bahkan sudah beragam bentuk, 
mulai dari keamanan, HAM, kejahatan trans-nasional sampai 
soal kesejahteraan warga baik masing-masing negara 
maupun dalam pandangan se-kawasan.

Dalam usia yang ke-50 tahun ini, dengan perkembangan 
konstelasi hubungan antar negara yang semakin kompleks, 
sekaligus perkembangan teknologi dan globalisasi, tantangan 
ASEAN juga mengalami transformasi yang sangat besar. 

Kejahatan-kejahatan trans-
nasional seper� terorisme dan 
perdagangan orang misalnya 
juga semakin kompleks dan 
canggih. Sekarang bahkan kita 
sudah mendengar bentuk 
teror dunia digital: terorisme 
digital.

Konstelasi poli�k internasional 
yang berubah dras�s akhir-
akhir ini, se�daknya sejak 
terpilihnya Donald Trump 
dalam pemilihan presiden 
Amerika Serikat, membuat ASEAN juga memiliki tantangan 
poli�k internasional yang semakin kompleks. Filipina, 
berdasarkan kebijakan Presiden Duterte, yang mengatakan 
akan lebih memilih dekat dengan Republik Rakyat Cina 
daripada Amerika Serikat, berdampak pula bagi konstelasi 
poli�k internal anggota-anggota ASEAN. Adanya beberapa 
negara anggota ASEAN yang memihak salah satu dari AS atau 
RRC sempat membuat ekskalasi di internal ASEAN.

Konflik di Laut Cina Selatan juga masih menjadi tantangan 
besar bagi ASEAN. Selama konflik LCS terjadi, selama itu pula 

sentralitas di tubuh ASEAN diganggu. 
Banyak kepen�ngan, baik dari dalam 
maupun luar ASEAN, membuat seakan-
akan kesatuan di tubuh ASEAN sangat 
rapuh dan �dak relevan. Konflik LCS yang 
m e n c a k u p  p e rs o a l a n  ke a m a n a n , 
kerjasama trans-nasional dan ekonomi 
internasional sangat membuat ASEAN 
lelah dalam mempertahankan kesatuan 
regional. Untungnya ASEAN dan RRC baru-
baru ini bisa menyepaka� Kode Perilaku 
(COC) bersama untuk ber�ndak di LCS. 
Bagaimanapun in i  adalah sebuah 
kemajuan yang berar� bagi kedua belah 
pihak dalam konflik ini.

Namun, selain beragam persoalan yang 
ke l i h a t a n  d a h sya t  s e p e r �  s u d a h 
disebutkan di atas, 3 pilar masyarakat 
ASEAN: ekonomi, keamanan dan sosial-
budaya, menandakan bahwa ASEAN 
semakin mantap untuk menjadi organisasi 
kerja sama regional Asia Tenggara yang 
kelak menjadi kekuatan baru dalam 
konstelasi dunia. Sayangnya, sejak 
diberlakukan akhir tahun 2015 lalu, visi 
masyarakat ASEAN ini �dak terlihat 
berjalan  lancar.
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Segala macam tantangan ASEAN sampai umurnya yang 
setengah abad sekarang adalah bukan lagi rahasia soal 
jumlahnya yang banyak. Gambaran tantangan yang banyak 
itu sudah dikemukakan seper� di atas. Namun, tulisan ini 
hanya akan memperinci satu hal yaitu berkaitan dengan 
eksistensi generasi muda ASEAN. Memang �dak didapatkan 
sebuah makna 'generasi muda ASEAN' sebagai satu kesatuan. 
Dalam tulisan ini, term generasi muda ASEAN ini dipakai 
untuk menggambarkan kelompok generasi muda yang hidup 
bersama di kawasan Asia Tenggara. Banyak yang bisa menjadi 
catatan bagi kedudukan generasi muda ASEAN ini soal 
eksistensinya serta peran mereka dalam perjalanan ASEAN.

Sebenarnya dengan semakin hilangnya sekat pembatas antar 
negara-negara di ASEAN, kesempatan bagi generasi muda 
ASEAN juga semakin terbuka. Contohnya, di bidang 
pendidikan, semakin banyak kesempatan generasi muda 
ASEAN untuk mengalami pertukaran pelajar ke negara 
anggota ASEAN lainnya. Kesempatan pertukaran pelajar 
bukan hanya mengembangkan bidang keilmuan mereka, ada 
simbol lainnya mengenai diplomasi antar negara peserta 
pertukaran pelajar itu sendiri. Sayangnya, soal ini dihadapkan 
lebih kepada kualitas sumber daya manusia sendiri, misalnya 
keterbatasan penguasaan bahasa asing.

Di bidang pendidikan, semakin banyak pula kerja sama 
pertukaran ilmu dan pengembangan teknologi. Selain untuk 
kemajuan tekonologi negara terkait, namun memperlihatkan 
kemandirian ASEAN dalam mengelola sumber daya yang 
sangat kaya yang dimilikinya. Selain di bidang pendidikan, 
pembangunan dan munculnya usaha-usaha rin�san baru 
(startup) yang masif dan krea�f, cukup membantu 
perkembangan pertumbuhan ekonomi kawasan. Tentu hal ini 
menghasilkan konsekuensi baik bagi negara masing-masing 
dan ASEAN sebagai sebuah kesatuan.

Konsekuensi itu antara lain, di antara pengusaha muda saling 
m e n d u k u n g  d a n  m e n g a d a k a n  ko l a b o r a s i  y a n g 
menguntungkan untuk kemajuan usaha masing-masing. 
Banyaknya usaha rin�san baru juga tentu memberikan 

dampak sangat baik bagi pertumbuhan ekonomi masing-
masing negara. Sayangnya, masih terdapat kelemahan teknis 
dalam usaha mendukung berkembangnya atmosfer 
pengusaha-pengusaha muda ini seper� regulasi yang �dak 
efek�f dan efisien, keamanan menjalankan usaha serta 
sulitnya mendapatkan perizinan usaha dan akses 
mendapatkan modal.

Bila dilihat dalam dua konteks, tujuan awal dan masa depan 
ASEAN, maka yang kini perlu diperha�kan betul adalah 
apakah generasi muda ASEAN mampu memberikan 
kontribusi bagi ASEAN. Dengan perkembangan dunia sampai 
saat ini, generasi muda menjadi bagian dari keseluruhan yang 
sangat perlu diperha�kan ekseistensinya. Ar�nya, ASEAN kini 
harus memberikan ruang kepada generasi muda untuk ikut 
serta dalam pengambilan keputusan dalam berbagai lini. Baik 
ekonomi, poli�k, keamanan, pendidikan dan lainnya, suara 
mereka perlu diper�mbangkan.

ASEAN harus mulai melakukan diplomasi yang lebih konkret 
terhadap kemajuan organisasi. ASEAN juga sudah saatnya 
menginisiasi kerja sama-kerja sama yang lebih konkret dan 
menghasilkan dampak yang lebih jelas. ASEAN �dak boleh 
terlalu tenggelam dalam masalah poli�k internasional yang 
'itu-itu saja', sementara masalah konkret kawasan maupun 
masing-masing negara anggota menjadi diabaikan. Pelibatan 
generasi muda dalam perjalanan ASEAN sampai hari ini, bisa 
dibilang akibat �ndakan abai itu.

Pada akhirnya, memang semua negara anggota harus 
memas�kan lebih dahulu, bahwa masyatakat ASEAN itu 
benar-benar bisa dirasakan makna dan atmosfernya, baik di 
masing-masing negara anggota secara khusus maupun di 
kawasan ASEAN secara keseluruhan.

Richard Sianturi, S.H., lulusan Program Sarjana Ilmu Hukum 
Fakultas Hukum 2016 bidang hukum internasional publik. 
Sekarang bekerja sebagai Project Research Assistant, Centre 
for Strategic and Interna�onal Studies (CSIS), Jakarta.

aktivshow.com



Universitaria

Pada tanggal 29 Maret 2017, 
K e l o m p o k  I I  B i d a n g 
P e n g k a j i a n  M a j e l i s 

Permusyawaratan Rakyat bekerja 
sama dengan Fakultas Hukum 
Universitas Katolik Parahyangan 
menyelenggarakan Focus Group 
Discussion dengan tema “Garis-Garis 
Besar Haluan Negara”. Kegiatan 
tersebut dilaksanakan dalam rangka 
kaj ian, menggali  pokok-pokok 
p i k i ra n ,  s e r t a  m e n d a p a t k a n 
masukan dar i  berbagai  p ihak 
mengenai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). FGD ini 
dipandang perlu diselenggarakan dengan harapan dapat 
memberikan ruang pemikiran dan gagasan secara akademis 
sesuai dengan tema yang diangkat.

“Dalam rangka melakukan diskusi mengenai GBHN, MPR, 
sudah selama dua tahun berkeliling ke kampus-kampus, 
masyarakat, serta pakar dari luar kampus. Kini, sudah �dak 
ada lagi GBHN dan digan�kan dengan adanya sistem 
pembangunan nasional dan rencana pembangunan yang 
terbagi menjadi jangka pendek, jangka menengah, dan 
jangka panjang. Selain mempertanyakan mengenai lembaga 
negara seper� MPR dan DPR, pen�ng juga untuk 
mempertanyakan apakah perguruan �nggi  te lah 
melaksanakan tugasnya dalam pembukaan UUD? Apakah 
ada yang disebut dengan Garis Besar Haluan Daerah, dalam 
melaksanakan pembangunan? Jawabannya �dak ada. 
Padahal, hal tersebut pen�ng untuk menselaraskan haluan 
nasional dengan haluan daerah. Implikasi dari �dak adanya 
keselarasan antara pusat dan daerah adalah keributan yang 
kerap terjadi jika dilakukan pembangunan,” demikian ujar 
Rambe Kamarul Zaman, pimpinan Badan Pengkajian MPR RI.

FGD menghadirkan akademisi dari berbagai perguruan 
�nggi, di antaranya berasal dari Fakultas Hukum Universitas 
Katolik Parahyangan, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 
Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Fakultas Hukum 
Universitas Islam Bandung, Lembaga Pengembangan 
Humaniora Unpar, Fakultas Hukum Universitas Kristen 
Maranatha, Fakultas Ekonomi Unpar, dengan pembicara 
yang terdiri dari Mangadar Situmorang, Ph.D., Prof. Dr. 
Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Asep 
Warlan Yusuf, S.H., M.H. serta dimoderatori oleh Dr. 
Rachmani Puspitadewi, S.H., M.H.

Mangadar Situmorang menjelaskan GBHN dalam perspek�f 
hubungan internasional (HI) sehingga memperlihatkan 
GBHN dalam manajemen relasi HI Indonesia. Selain itu, 
Mangadar juga mengatakan bahwa ke�ka persoalan negara 
�dak bisa diselesaikan dengan hukum tata negara, maka 
filsuf yang akan berbicara. “Bila ingin melihat esensi 
kenegaraan kita, maka salah satunya dapat dengan melihat 
MPR. Sebuah ins�tusi negara �dak terlihat sebagai ins�tusi 

negara saja, tapi juga ins�tusi poli�k,” sambung Mangadar. 

Konsep yang ingin dibangun dari GBHN atau garis-garis besar 
daripada haluan negara adalah masyarakat harus dapat 
menghidupkan kembali pembangunan negara. Kehidupan 
bernegara bersinggungan dengan berbagai bidang, di 
antaranya bidang teritorial, ekonomi, poli�k, ideological 
poli�c. Hal yang mana yang harus negara hidupkan dan hal 
yang mana yang masyarakat ingin hidupkan. 

“Menjawab hal tersebut, kita perlu kembali pada sejarah, 
kembali pada muruah/marwah negara. GBHN menjadi pintu 
masuk untuk memulihkan kembali muruah/marwah 
kenegaraan kita termasuk muruah/marwah lembaga-
lembaga negara. Selain itu, MPR juga terlihat lebih hikmat 
ke�ka MPR sebagai lembaga negara ter�nggi, bukan seper� 
yang sekarang. Saat ini, MPR hanya seper� gabungan dari 
DPR dan DPD saja. Hal yang menjadi tantangan bagi anggota 
MPR sekarang adalah, MPR merupakan negarawan atau 
poli�si,” kata Mangadar.

Sementara itu, Koerniatmanto Soetoprawiro mengutarakan 
bahwa negara Indonesia bukan negara poli�k, tetapi negara 
hukum. “Sebelum berbicara mengenai GBHN, maka perlu 
memahami dahulu apa itu GBHN. Dalam memahami GBHN 
perlu melihat pada pendekatan historis. Berdasarkan 
pendekatan historis, Undang-Undang Dasar dirancang oleh 
BPUPKI dan disahkan oleh PPKI. Di mana perumus dra� 
susunan Badan Negara adalah Supomo dengan mengacu 
kepada Indische Staatsregeling (IS).”

GBHN merupakan usulan dari Muhammad Yamin di mana 
y a n g  m e r u m u s k a n  d r a �  G B H N  a d a l a h  M a j e l i s 
Permusyawaratan Rakyat (MPR). Yang menjadi acuan usulan 
M. Yamin mengenai GBHN adalah Sistem Ketatanegaraan 
Republik Tiongkok (Sun Yat Sen). Salah satu MPRS adalah 
menetapkan garis-garis besar haluan negara. Hal ini juga 
sejalan dengan isi Dekrit Presiden (5 Juli 1959) yang salah 
satunya adalah pembentukan MPRS dan DPAS. Di dalam 
masa reformasi dibahas mengenai Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang mana format dan 
substansi dari RPJPN mirip dengan GBHN.

GBHN di Mata Perguruan Tinggi
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“Dalam kaitannya antara GBHN dan MPR, kita perlu 
menjawab dahulu apa tugas MPR? Ingin MPR yang seper� 
apa? Hal tersebut perlu ada, agar dapat dijadikan pegangan 
atau tolak ukur bagi MPR untuk mengisi substansi dari GBHN. 
Pertanyaan berikutnya adalah, apakah hal-hal tersebut 
sudah ada di dalam UUD 1945?”, pungkasnya. 

Asep Warlan Yusuf memaknai GBHN dari kondisinya yang 
kekinian. Judul yang yang diangkat adalah GBHN dan Haluan 
Pembangunan. Is�lah GBHN dan Haluan Pembangunan 
terdapat dalam Pasal 3 UUD 1945 (naskah asli) dan dalam Tap 
MPR No. IV/MPRS/1963 tentang Pedoman Pelaksanaan 
GBHN dan Haluan Pembangunan. GBHN adalah haluan 
negara tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis 
besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara 
menyeluruh dan terpadu untuk jangka waktu tertentu. 
Sedangkan Haluan Pembangunan adalah panduan dan arah 
dalam melaksanakan pembangunan yang dijalankan oleh 
Pemerintah. Di dalam perubahan UUD 1945 hasil 
Amandemen �dak mengatur tentang GBHN. Hal ini 
dikarenakan Presiden �dak dipilih lagi oleh MPR, sehingga 
Presiden bukan lagi Mandataris MPR, MPR bukan Lembaga 
Negara Ter�nggi, dan �dak melaksananakan sepenuhnya 
kedaulatan rakyat.

Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang ditetapkan 
dalam UU tentang RPJP dan Perencanaa Pembangunan 
Jangka Menegah (RPJM) Nasional ditetapkan dalam Perpres. 
RPJP didayagunakan sebagai 'Haluan Negara' dan RPJM 
didayagunakan sebagai 'Haluan Pembangunan'. Tetapi di 
dalam prakteknya RPJP sebagai “Haluan Negara” yang 
ditetapkan dalam UU seringkali �dak menjadi rujukan atau 
acuan dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraan, 
bahkan juga dikesampingkan oleh UU yang lain atau oleh 
kebijakan Presiden. Selain itu juga �dak terdapat instrumen 
hukum tatanegara yang dapat menjadi “penguji/pengendali” 
bagi Lembaga-lembaga Negara terhadap Presiden dalam 
menjalankan RPJP. Di dalam proses penyusunan UU tentang 
RPJP �dak banyak melibatkan kekuatan sumber daya 

(pemikir) nasional, �dak seper� halnya dalam penyusunan 
GBHN.

“Di dalam GBHN mengenai tujuan negara dengan tugas dan 
kewajiban penyelenggara negara itu sering tertukar, di mana 
Tujuan Negara adalah mewujudkan Negera Repulik Indonesia 
yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur. 
Sedangkan tugas dan kewajiban Penyelenggara Negara 
adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 
tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; 
mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan 
keter�ban dunia yang berdasakan kemerdekaan, 
perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Seharusnya GBHN ini 
harus memiliki makna sesuai dengan sila ke-4 Pancasila yakni 
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
Permusyawaratan/Perwakilan,” ujar Asep.

“Selain itu juga, dalam memaknai GBHN kita perlu melihat 
juga pada kedudukan dan kewenangan dari MPR yang salah 
satunya adalah berwenang untuk mencabut dan/atau 
mengubah Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR. Mengingat 
bahwa untuk merubah UUD 1945 tentang kedudukan dan 
kewenangan MPR dalam menetapkan GBHN itu sulit karena 
membutuhkan waktu yang lama, maka dalam hal akan 
menetapkan Haluan Negara sebaiknya mengubah Tap-Tap 
MPR yang sekarang masih berlaku. Jika ada kehendak untuk 
kembali ke UUD 1945 yang asli, maka perlu dilihat efeknya. 
Kita perlu menyiapkan dahulu draf tentang haluan negara. 
Apa yang dimaksud dengan haluan negara? Sangat 
disayangkan jika MPR hanya memberikan dokumen 
mengenai empat pilar,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR, Rambe 
Kamarul Zaman menyampaikan bahwa meskipun ada yang 
mengatakan bahwa mengubah UUD 1945 sulit, sebenarnya 
�dak sulit untuk dilakukan. “Mekanismenya ada. Hal yang 
menjadi per�mbangan sulit adalah karena UUD 1945 
merupakan roh bernegara. Sehingga, kita perlu paham betul 
mau ke mana arah negara ini. Berikutnya, mengenai 
pertanyaan butuh �daknya diadakan GBHN kembali, forum 

ini �dak menolah untuk 
ada haluan negara, 
karena memang kita 
butuh perencanaan dan 
a p a  u k u r a n  u n t u k 
m e n g u k u r 
p e n y e l e n g g a r a a n 
n e g a r a .  M e n g e n a i 
tulisan para pembahas, 
ke m u n g k i n a n  a ka n 
dimasukkan ke jurnal 
yang diterbitkan MPR,” 
ujarnya.

(Rachmani - Rismawati)
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mahasiswa juga diajak untuk mengasah kemampuan untuk 
memaknai pengalaman religiusnya masing-masing.

Gladi Krea�vitas Intelektual
Dalam Gladi ini, mahasiswa diajak untuk berkembang 
menjadi pribadi yang berpikir dan berekspresi krea�f serta 
inova�f demi kesiapan karier dan perubahan dalam hidup. 
Melalui berbagai dinamika, mahasiswa bereksplorasi untuk 
mengasah kemampuan dirinya agar semakin proak�f dalam 
kehidupan sehari-hari. Diharapkan mahasiswa dapat tumbuh 
menjadi pribadi yang berpikir sistema�k dan kri�s. 
Mahasiswa juga diajak untuk belajar secara efek�f dan 
eksplora�f. Selain itu, dalam gladi ini mahasiswa juga berla�h 
untuk meningkatkan kemampuan penalaran yang tepat 
dalam bentuk lisan dan tulisan serta kemampuan untuk 
menentukan prioritas dalam studi dan berbagai pilihan 
dalam hidup.

Gladi Kepribadian
Gladi Kepribadian mengajak para mahasiswa untuk berani 
melakukan pengenalan diri & mengeksplorasi berbagai 
potensi yang dimiliki. Dalam hidup seringkali terjadi berbagai 
konflik dalam diri terkait dengan berbagai pilihan yang harus 
diambil. Melalui gladi kepribadian mahasiswa diajak untuk 
mengasah kemampuan mengatasi konflik internal diri. Lebih 
dari itu, mahasiswa juga diajak untuk berani memilih & 
memperjuangkan pilihan hidup dengan penuh komitmen dan 
tanggung jawab.

npar, sebagai ins�tusi pendidikan yang terus Uberupaya menghasilkan lulusan-lulusan dan pribadi-
pribadi yang unggul dan berdaya, menyadari bahwa 

pengembangan diri mahasiswa tak hanya melulu di dalam 
kelas dan dalam suasana akademik semata. Diperlukan 
adanya wahana dan sarana bagi mahasiswa untuk dapat 
menggali ja� diri, memaknai ke-aku-an pribadi, serta 
mengaktualisasikan dirinya.

Unpar, melalui Lembaga Pengembangan Humaniora, 
memiliki konsep pendampingan yang berusaha mewujudkan 
hal tersebut. Lembanga Pengembangan Humaniora 
menyediakan lima jenis gladi yang bisa dimanfaatkan 
mahasiswa Unpar untuk mengembangkan dirinya.

Gladi Spiritual
Melalu i  Gladi  Spir i tual ,  mahasiswa dia jak  untuk 
memperdalam religiositas sesuai dengan agama masing-
masing sambil menikma� keindahan se�ap agama. Dalam 
kehidupan keseharian yang sangat majemuk di Indonesia, 
mahasiswa didorong untuk bereksplorasi dan mengolah diri 
sebagai pribadi beriman. Diharapkan mahasiwa mempunyai 
kemampuan bersikap kri�s dan bertanggung jawab terhadap 
agama. Selain itu, mahasiswa diajak untuk mengembangkan 
kemampuan untuk bersikap toleran terhadap agama lain. 
Dalam pengolahan diri sebagai pribadi yang beriman, 

Wahana Pengembangan Diri Mahasiswa
Gladi,



menyadari bahwa potensi untuk menjadi pemimpin ada 
dalam diri se�ap orang. Melalui gladi ini, mahasiswa dibekali 
kemampuan untuk mengelola konflik dan memecahkan 
masalah dalam kelompok/ organisasi. Selain itu, dalam gladi 
ini mahasiswa juga diajak untuk meningkatkan kemampuan 
individu dalam komunikasi & kerjasama �m.

Lembaga Pengembangan Humaniora

Gladi Budaya
D a l a m  G l a d i  B u d a y a ,  m a h a s i s w a  d i a j a k  u n t u k 
mengembangkan pribadi yang mampu memaknai dan 
menganalisis situasi social dan budaya masyarakat. Sebagai 
bagian dari masyarakat, mahasiswa juga diajak untuk 
memperluas wawasan melalui kebiasaan dan budaya orang 
lain; dalam hal ini budaya Sunda. Melalui berbagai peris�wa 
dalam budaya Sunda, mahasiswa diajak untuk menghargai 
dan menikma� keragaman tata kehidupan orang lain.Empa� 
dan kepekaan sosialditumbuhkan melalui gladi ini.

Gladi Kepemimpinan
Gladi Kepemimpinan akan mengembangkan mahasiswa 
menjadi pribadi yang mampu memimpin diri sendiri maupun 
orang lain. Dalam berbagai dinamika, mahasiswa diajak untuk 

MAJALAH PARAHYANGAN | Vol. IV No. 3 | 79

(BS)



n the 60th anniversary, Europe looks back with pride Oand looks forward with hope. For 60 years Europe 
has built a Union that promotes peaceful 

coopera�on, respect of human dignity, liberty, democracy, 
equality and solidarity among European na�ons and 
peoples. “For so many of us, it was the fraternity the EU 
fostered – the campsites, the cafes, the chance to live in 
Berlin or Barcelona – that opened up a whole con�nent,” said 
Mark Rice-Oxley (The Guardian, 23 March 2017).

Challenge of populists par�es

However, as it marks its 60th birthday, the European Union is 
in poor shape. It needs more flexibility to rejuvenate itself, 
argues John Peet. The European project has some�mes given 
the impression of being in perpetual crisis. Indeed, as writen 
by The Economist (25 March 2017), its spiritual father, Jean 
Monnet, saw this as the best way to advance to his preferred 
goal of “ever closer union”, arguing that “Europe will be 
forged in crises, and will be the sum of the solu�ons adopted 
for those crises.” Yet as the union celebrates 60 years since its 
founding treaty was signed in Rome on March 25th 1957, it is 
in deeper trouble than ever.

ASEAN

A big reason for this is the poli�cs in EU member countries, 
analyzed The Economist. Crucial elec�ons loom in many this 
year, and populist par�es opposed to the European project 
and in favour of referendums on membership of the euro, the 
EU or both are likely to do well. One reason for the likely 
success of populists against incumbents is that Europe's 
economic mood is so glum. Although growth has returned 
and the euro zone has stabilised, growth rates are s�ll low 
and, notably in the Mediterranean, unemployment 
(especially among young people) is punishingly high. 
Migra�on remains a huge issue. The numbers entering the EU 
from the Middle East and Africa have come down a lot, but 
mainly because of a ques�onable bilateral deal with Turkey to 
close the main transit route into Greece that could fall apart 
at any moment. The deteriora�ng geopoli�cal environment 
makes ma�ers worse. Turmoil and war across the Middle East 
and in north Africa were one big cause of the surge in migrant 
inflows. That points to perhaps the biggest current concern of 
all: the EU's unpopularity with both na�onal governments 
and their voters. Following last year's referendum, in which 
the Bri�sh voted to leave by 52% to 48%, their prime minister, 
Theresa May, triggers the two-year process for Brexit under 
Ar�cle 50 of the EU treaty.

The Treaty of Rome sixty years ago (25 March 1957) established a common market where people, goods, services 
and capital can move freely and created the condi�ons for prosperity and stability for European ci�zens. Ten years 
later (8 August 1967) Associa�on of Southeast Asian Na�ons (ASEAN) was created, when the foreign ministers of 
five countries: Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore, and Thailand, signed the Bangkok Declara�on. What 
can ASEAN learn from the European Union (EU)?

EU at 60, ASEAN at 50

What can ASEAN learn from EU?

http://www.eastvantage.com/ 
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Na�onal sovereignty vs regional integra�on

ASEAN has been the fulcrum for regional architecture-
building in Asia, but with limited success. If Europe went too 
far with economic integra�on and poli�cal union, ASEAN has 
not gone far enough. It s�ll needs to do more in 
ins�tu�onalizing its coopera�ve ventures. Thi�nan 
Pongsudhirak (2016) argues that ASEAN's way of integra�on is 
loosely structured and essen�ally nonbinding, based on 
norms, func�ons and "connec�vity" work plans on the 
ground rather than supra-na�onality and legalis�c and 
binding trea�es. Its secretariat in Jakarta is dwarfed when 
compared to the massive and overweening EU bureaucracy in 
Brussels. With ASEAN being consensus-driven, without 
majority vo�ng or any effec�ve dispute se�lement 
mechanism, state sovereignty has been so well-maintained 
that it precludes the organiza�onal teeth needed to promote 
common causes, such as greater economic integra�on, 
mi�ga�on of environmental damage, and elimina�on of 
human trafficking, among a wide array of nontradi�onal 
security issues.

Thi�nan Pongsudhirak sees that many in Southeast Asia will 
look to Europe's disarray a�er Brexit as a vindica�on that the 
"ASEAN Way" of coopera�on had it right, that supra-
na�onality and outright integra�on are not worth the price of 
sovereignty and the democra�c deficit that leads to popular 
disillusionment. Such a takeaway would be misguided. In the 
end, the postwar European enterprise that turned into a 
poli�cal and economic union may prove to be several steps 
too far. But this is not a �me to discard global and regional 
integra�on for a "go-it-alone" world. For ASEAN, this is a �me 
to look at how much poli�cal and economic integra�on can 
achieve and at how much Europe has gained from it. Brexit 
will result in Asia gaining more a�en�on as global power and 
wealth shi�s to this most populous region with the biggest 
land mass and strongest growth poten�al in the world.

Although ASEAN does not aspire to create a supra-na�onal 
authority, it is increasingly confronted with the tension   
between na�onal interests and regional  impera�ves. Hoang 
Thia Hia et al (2016) see that such tensions have not trickled 
deep down to the public yet, and  the non-interference and   
consensus principles have done well thus far to assuage  any  
concern over sovereignty infringement. However, there is an 
emerging reality that some ASEAN member governments  
find  it increasingly difficult to reconcile their na�onal and  
collec�ve ASEAN interests, especially on issues cri�cal to  
ASEAN unity and credibility. A case in point is the recent  
debate and struggle to reach a common posi�on on the  
South China Sea in the wake of  the arbitral tribunal's award.

People-centered, people-oriented

The EU brings about substan�al freedoms, rights and benefits 
to EU ci�zens, and yet it s�ll failed in the eyes of many Bri�sh  
ci�zens. This should be a wake-up call for ASEAN which is  
widely perceived as eli�st and state-centric, being  
intergovernmental as it is, Hoang Thia Hia et al warned. While  
nego�a�ons by ASEAN officials may result in policy-level  

changes, these are not immediately visible on the ground,  
giving rise to views of a seeming disconnect between ASEAN's 
efforts, relevance and benefits to the lives of its people. 
ASEAN is aware of this gap and has tried to reach out with 
“people-centred, people-oriented” as a central  theme  of its  
Vision 2025. Such a high-profile pronouncement needs to be  
translated into high-impact ini�a�ves that respond to the 
needs of the people.

According  to  a  survey  in  2014-15 among undergraduates  
of 23 universi�es in 10 ASEAN countries, tourism was ranked 
the most  important  aspect  of  regional  integra�on,  
followed by development assistance and economic  
coopera�on. Such public opinions should feed into ASEAN 
policy-making to iden�fy priority areas where regional   
ac�ons resonate strongly at the na�onal level. ASEAN  
connec�vity,  ASEAN  Single  Window,  ASEAN  Open  Skies  or  
a  complete  ASEAN-wide visa-exemp�on   arrangement   for 
all tourists from ASEAN countries have immense  poten�al  of  
touching  lives on the ground. However, their implementa�on 
would require strong poli�cal will, substan�al resources, and 
strict compliance to make  sure  that  regional  commitments 
are delivered na�onally.

ASEAN must communicate to its people the direct and  
indirect benefits of the regional economic integra�on with  
clarity and in simple language that could be grasped by the  
common people. Hoang Thia Hia et al gives four sugges�ons. 
Firstly, it is important to explain the need to increase trade 
and investment flows. Secondly, people should appreciate  
that facilita�on measures would offer them with more  goods  
and services at a more reasonable cost and in a �mely 
manner. Thirdly, some form of more effec�ve facilitated 
movement of cross-border skilled labour and professionals, 
with certain na�onal safeguards, is essen�al to fill skill-gaps 
and encourage new economic ac�vi�es. Finally, people have 
to accept that the winds of socio-economic change are 
inevitable, and these will necessitate transforma�ons in the 
domes�c economy to remain compe��ve in a globalised 
market.

Happy birthday, ASEAN! Together we are be�er. One vision, 
one iden�ty, one community. *** (PX)

mmbiztoday.com
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Mahasiswa yang iden�k dengan predikat pemuda dan 
merupakan bagian dari ins�tusi pendidikan seyogyanya 
bertanggung jawab atas peran kontrol sosial dan penyampai 
aspirasi berdasarkan asas-asas validitas atau teore�s. Akan 
tetapi, fenomena yang terjadi di masa ini adalah pemuda 
lebih senang sekadar memberikan komentar-komentar 
pendek di media sosial tanpa bisa dipas�kan validitasnya 
dengan dasar-dasar teori, observasi atau analisisnya.

RESOLUSI berisi kumpulan opini mahasiswa, khususnya �m 
kajian strategis, yang terlibat dalam penyusunan buku. Opini 
�dak hanya dibatasi oleh satu garis tema tertentu asalkan 
penyelesaian masalah yang diangkat oleh penulis dipandang 
masih menjadi tugas besar pemerintah atau masyarakat 
Indonesia sehingga penulis dapat memberikan rekomendasi 
(solusi) kepada pihak-pihak terkait. Namun �dak hanya 
memberikan tuntutan kepada pemerintah atau masyarakat 
yang tertuju dalam penulisan, kehadiran RESOLUSI pun 
menjadi refleksi bagi mahasiswa atas perannya sebagai 
kontrol sosial. 

RESOLUSI mengangkat �ga topik umum, yaitu ekonomi, sosial 
dan poli�k. Tiga aspek ini melekat dalam kehidupan 
masyarakat, baik secara individu maupun dalam lingkup 
komunitas, sehingga menjadi syarat fundamental bagi 
berdirinya suatu negara. Isu-isu yang melingkupi ke�ga aspek 
tersebut selalu menjadi sorotan media dan fokus 
pembangunan sebuah negara.

Pembangunan manusia erat dikaitkan dengan isu sosial, 
tentang bagaimana individu dapat menerima hak dan 
menjalankan kewajiban untuk berkembang dan mandiri 
sebagai seorang manusia yang dihargai. Buku ini mengolah 
rasa, pemikiran, dan intuisi dengan memulai pijakan dari isu 
ekonomi, yang kemudian dirangkai dengan beragam isu sosial 
yang erat hubungannya dengan pembagunan manusia, serta 
ditutup dengan guratan tulisan terkait isu poli�k demokrasi.

Resensi

RESOLUSI
Adakah	Indonesia	Baik-Baik	Saja?

Judul
Penyusun
Dimensi
Penerbit

: RESOLUSI - Adakah Indonesia Baik-baik Saja?
: Tim Kajian dan Aksi Strategis LKM Unpar
: 15,5 x 23 cm/xxv + 203 halaman
: Alfabeta
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dalam Era Informasi dan Perubahan Sosial di Indonesia

Komunikasi Internasional
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: Komunikasi Internasional dalam Era Informasi 
  dan Perubahan Sosial di Indonesia
: Dr. Sukawarsini Djelan�k
: 15,5 x 23 cm
: Unpar Press

Judul

Penulis
Dimensi
Penerbit

elalui dunia maya (cyberspace) yang dibantu Mseperangkat komputer yang terhubung ke se�ap 
individu penggunanya, se�ap warga negara dunia 

saat ini dapat saling berhubungan dalam real �me. Jarak dan 
waktu menjadi �dak relevan lagi, dengan bantuan teknologi 
informasi. Yang berperan disini bukanlah negara melainkan 
individu, maka keberhasilan suatu negara dalam percaturan 
global ditentukan oleh keberhasilannya menghasilkan 
sumber daya manusia yang siap untuk bersaing, di samping  
pengadopsian teknologi komunikasi dan informasi.

Beberapa dekade yang lalu manajer mengerjakan tugas di 
kantor perusahaan karena semua berkas tersimpan dalam 
lemari data. Untuk mendapatkan lembar atau berkas tertentu 
harus terlebih dahulu membuka berkas arsip dengan bantuan 
sekretaris atau staf administrasi. Tetapi semua itu �dak lagi 
dialami dewasa ini. Kemajuan teknologi informasi 
memungkinkan orang melakukan pekerjaan dimanapun 
mereka berada, di rumah, di kendaraan dalam perjalanan, 
atau di tempat lain yang jauh dari kantor perusahaan.

Komunikasi Internasional dalam era Informasi, mengalami 
perubahan yang signifikan dalam dari segi aktor, metoda, dan 
efek yang di�mbulkan. Hadirnya internet beserta produk-
produk informasi telah berhasil menembus hambatan 
geografis, batasan negara, ras, adat, budaya, dll. Ak�vitas 
warga negara sekarang semakin pen�ng, mengingat se�ap 
orang dapat langsung terhubung melalui jaringan informasi 
global. Kondisi ini juga menurunkan peran negara dalam 

pengambilan keputusan-keputusan pen�ng.

Pembahasan dilakukan melalui berbagai studi kasus yang 
mewakili pembahasan tentang budaya global, kemunculan 
jurnalisme warga, praktek diplomasi, pembentukan opini 
publik, terorisme  internasional.

Buku ini terdiri dari 15 bab yang ditulis oleh beberapa orang 
yang memiliki pengalaman, hasrat, dan pengetahuan di 
bidang Komunikasi Internasional. Metode Peneli�an yang 
dipakai adalah deskrip�f anali�s, dengan memakai data-data 
primer dan sekunder. Data primer dilakukan dengan 
wawancara dan studi dokumen. Data-data sekunder 
diperoleh melalui buku-buku teks yang terkait dengan topik 
peneli�an, jurnal, dan internet.



Megapolitan

Lippo’s megaproject

Will Meikarta Become Like Shenzhen?

he investment will come from Lippo group's internal Tcapital, loans and fund from partnerships with various 
companies. “The funding will not be one-dimensional 

from one company. For instance, [there will be coopera�on 
with] Mitsui for one part, with Toyota for another part,” he 
said, as reported by The Jakarta Post (4/5/2017). Interna�onal 
and na�onal companies like Astra, Honda, Toyota, Suzuki, 
Hankook and Samsung had shown interest in occupying the 
new corridor, he added. The first stage of construc�on is 
expected to be completed within three years and involve local 
contractors, such as state-owned construc�on firm Wijaya 
Karya (Wika), Total Bangun Persada and PP.

Shenzhen, one of the fastest-growing ci�es

Shenzhen is a major city in Guangdong Province, China and 
one of the five largest and wealthiest ci�es of China. The city is 
located immediately north of Hong Kong Special 
Admin ist ra�ve  Reg ion  and  ho lds  sub-prov inc ia l 
administra�ve status, with powers slightly less than a 
province. In the past Shenzhen was a market town of 30,000 
people on the route of the Kowloon–Canton Railway. That 
changed in 1979 when Shenzhen was promoted to city-status 
and in 1980 designated China's first Special Economic Zone 
(SEZ), Wikipedia informs. 

The 2016 popula�on for the metropolis is 10.828 million, 
according to World Popula�on Review. However this does not 
account for the large popula�on of migrant workers living in 

the city. Official es�mates put the actual popula�on of 
Shenzhen to at least 18 million. Shenzhen was one of the 
fastest-growing ci�es in the world during the 1990s and the 
2000s.

Shenzhen's modern cityscape is the result of its vibrant 
economy made possible by rapid foreign investment since 
the ins�tu�on of the policy of "reform and opening" 
establishment of the Special Economic Zone (SEZ). Shenzhen 
is a major financial center in southern China. The city is home 
to the Shenzhen Stock Exchange as well as the headquarters 
of numerous home grown mul�na�onal high-tech 
companies. Shenzhen ranks 19th in the 2016 edi�on of the 
Global Financial Centres Index published by the Z/Yen Group 
and Qatar Financial Centre Authority. It also has one of the 
busiest container ports in the world.

In 2016 Shenzhen's GDP totaled $294 billion, pu�ng it on par 
with a mid-sized province by terms of total GDP, Wikipedia 
informs. Its total economic output is higher than that of 
Portugal, the Republic of Ireland, and Vietnam. Its per-capita 
GDP was $25,790 (PPP=$47,196) (unregistered migrant 
popula�on not counted) as of 2015, on par with some of the 
developed countries of the OECD. Shenzhen was the first of 
the Special Economic Zones to be established and it showed 
the most rapid growth, averaging at a very high growth rate of 
40% per annum between 1981 and 1993, compared to the 
average GDP growth of 9.8% for the country as a whole. The 
economic growth later slowed a�er this early breakneck 

Lippo Group has announced a plan to invest Rp 278 trillion (US$21 billion) to build a mixed-use urban 
center to the east of Jakarta called “Meikarta.” The company claimed the area, which lies between Jakarta 
and Bandung, would become the “Shenzhen of Indonesia.” Meikarta will be surrounded by industrial 
areas, such as Jababeka and MM2100. This corridor has become the industrial center of Indonesia, more 
than 1 million cars, 10 million motorcycles and millions of refrigerators and air condi�oners are produced 
there every year.
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Shenzhen (https://hardwaremassive.com)



pace; from 2001 to 2005, Shenzhen's overall GDP grew by 
16.3 percent yearly on average, though growth has slowed to 
around 10% per year since 2012. Shenzhen is in the top ranks 
among mainland Chinese ci�es in terms of comprehensive 
economic power. Shenzhen's economic output is ranked 
fourth among the 659 Chinese ci�es (behind Beijing, Shanghai 
and Guangzhou).

Shenzhen is a major manufacturing center in China. In the 
1990s, Shenzhen was described as construc�ng "one high-
rise a day and one boulevard every three days". The 
Shenzhen's rapidly growing skyline is regarded among the 
best in the world. It currently has 59 buildings at over 200 
meters tall, including the 599m tall Ping An Finance Centre 
(the 4th tallest building in the world) and the 442m tall 
Kingkey 100 (the 14th tallest building in the world), Wikipedia 
informs.

Shenzhen is home to some 
of China's most successful 
h i g h - te c h  co m p a n i e s , 
inc luding BYD,  Konka, 
S k y w o r t h ,  Te n c e n t , 
Coolpad, ZTE, Gionee, TP-
L ink,  DJ I ,  BGI  (Bei j ing 
G e n o m i c s  I n s � t u t e ) , 
O n e P l u s  a n d  H u awe i . 
Taiwan's largest company, 
Hon Hai Group, has a large 
manufacturing plant based 
in Shenzhen. Many foreign 
high-tech companies have 
their China opera�ons 
centers located in the 
Science and Technology 
Park of the Nanshan District. Addi�onal examples of 
successful Chinese companies with large opera�on in 
Shenzhen include the China Interna�onal Marine Containers, 
the largest container-manufacturing company in the world, 
and Vanke which is among the largest residen�al real estate 
developers in China. In the financial sector, Ping An Bank and 
China Merchants Bank are some of the largest banks in China, 
with headquarters in Shenzhen.

Due to its unique status, Shenzhen is also an extremely fer�le 
ground for startups, be it by Chinese or foreign entrepreneurs. 
Successful startups include Petcube, Pale�e, WearVigo, 

Notch and Makeblock. Shenzhen is also the product 
development base of the hardware startup accelerator, HAX 
Accelerator (formerly HAXLR8R).

Hong Kong and Shenzhen have close business, trade and 
social links.  There are nine crossing points on the boundary 
between Shenzhen and Hong Kong, among which six are land 
connec�ons.

Shenzhen, a hothouse of innova�on

Shenzhen spends over 4% of its GDP on research and 
development (R&D), double the mainland average; in 
Nanshan the share is over 6%. Most of the money comes from 
private firms. Companies in Shenzhen file more interna�onal 
patents (which are mostly high quality, unlike many of the 
domes�c Chinese ones) than those in France or Britain (see 
chart), The Economist writes (8/4/2017). The official story 

a�ributes Shenzhen's success to brave party leaders and far-
sighted policies. Deng Xiaoping is lauded for liberalizing the 
region's economy. Later poli�cal leaders receive praise for 
investments in infrastructure that enabled rapid growth.

The common percep�on that China is incapable of innova�on 
needs re-examining. According to a widely quoted study 
published earlier this decade, the value added on the 
mainland to Apple's iPods (nearly all of which are assembled 
there) represents less than 5% of the total, reinforcing the 
stereotype of Chinese factories as low-end sweatshops. 
However, a more recent study by Britain's University of 
Sussex and others for the European Commission concludes 
that the iPod example “is far from representa�ve”. These 
researchers calculate that the average value China adds to its 
exports is 76% (the European Union's is 87%). The World Bank 
reaches similar conclusions.

Shenzhen has done more than any place on the mainland to 
debunk the outdated myth of “copycat China”, becoming the 
global hub of innova�on in hardware and manufacturing. Its 
entrepreneurs are coming up with en�rely new industries.

Will Meikarta become like Shenzhen? Who knows? *** (PX)
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rogram Doktor Unpar bertujuan untuk menghasilkan Plulusan yang memiliki integritas �nggi sebagai 
ilmuwan; bersikap terbuka dan tanggap terhadap 

perkembangan ilmu pengetahuan terutama yang terkait 
dengan bidang ilmunya; menguasai teori dan keterampilan 
yang diperlukan untuk mengadaptasi dan menghasilkan 
temuan baru melalui telaah atau peneli�an yang taat kaidah 
di bidangnya; mampu menggunakan pengetahuan dan 
keterampilannya secara mandiri maupun dalam  kerjasama  
lintas disiplin untuk memberi kontribusi pemecahan 
permasalahan masyarakat.

Program Magister Unpar bertujuan untuk menghasilkan 
lulusan yang menguasai, memahami, dan dapat menerapkan 
pendekatan, metode, dan kaidah ilmiah di bidang ilmunya 
untuk, secara mandiri maupun dalam kerjasama lintas 
disiplin, memberi kontribusi pemecahan permasalahan 
masyarakat; bersikap terbuka dan tanggap terhadap 
perkembangan ilmu pengetahuan terutama yang terkait 
dengan bidang ilmunya.

Program Magister Unpar bertujuan untuk menghasilkan 
lulusan yang menguasai, memahami, dan dapat menerapkan 
pendekatan, metode, dan kaidah ilmiah di bidang ilmunya 
untuk, secara mandiri maupun dalam kerjasama lintas 
disiplin, memberi kontribusi pemecahan permasalahan 
masyarakat; bersikap terbuka dan tanggap terhadap 
perkembangan ilmu pengetahuan terutama yang terkait 
dengan bidang ilmunya.

Lulusan Sekolah Pascasarjana Unpar tersebar di berbagai 
bidang, akademisi/dosen di Perguruan Tinggi ternama, 
profesional, prak�si/pakar seper� pengacara, hakim, 
konsultan, pengusaha, ataupun bekerja di perusahaan-
perusahaan dengan posisi yang cukup baik.

Sekolah Pascasarjana, Universitas Katolik Parahyangan, 
dikelola oleh tenaga yang profesional di bidangnya dengan 
pengalaman belajar dan mengajar baik di dalam maupun luar 
n e g e r i .  P ro s e s  p e n i n g ka ta n  m u t u  d a n  ku a l i ta s 
penyelenggaraan Sekolah Pascasarjana, Universitas Katolik 
Parahyangan, dilakukan sistem audit baik oleh internal 
ataupun Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-
PT). Sampai saat ini program studi yang berada di bawah 
naungan Sekolah Pascasarjana Unpar terakreditasi B, kecuali 
Magister Arsitektur terakreditasi A dari BAN-PT.

Untuk mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Sekolah 
Pascasarjana Unpar gencar melakukan penjajakan kerjasama 
dengan ins�tusi dalam dan luar negeri sebagai mitra.

Dalam Negeri, antara lain Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana (BNPB), Yayasan Wadah Ti�an Harapan, Bank BNP 
dan BJB, Yogya Group, Ikatan Arsitek Indonesia, Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Indonesia 
Quality Control (IQC), Gamifica�on Indonesia, dan 
Kementerian Perindustrian Indonesia

Luar Negeri, antara lain Zuyd University, Belanda; Maastricht 
School of Management (MSM), Belanda; Nuffic, Belanda; 
Hohai University, China; Jiangsu University, China; dan 
Swinburne University, Australia.

Sekolah Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) berdiri sejak tahun 1995 
dan hingga kini telah menyelenggarakan 14 program studi. 10 jenjang magister mencakup 
Magister Ilmu Teologi, Magister Manajemen, Magister Arsitektur, Magister Teknik Sipil, 
Magister Ilmu Hukum, Magister Ilmu Sosial, Magister Teknik Kimia, Magister Hubungan 
Internasional, Magister Teknik Industri, dan Magister Ilmu Administrasi Bisnis. Ada 4 
program studi pada jenjang doktor, yaitu Doktor Ilmu Ekonomi, Doktor Arsitektur, Doktor 
Ilmu Hukum, dan Doktor Teknik Sipil.

Kuliah LapanganWorkshop, Gamification: The Future You

Workshop Penulisan Jurnal Internasional



Selain kerjasama, beberapa program studi di lingkungan 
Sekolah Pascasarjana Unpar tergabung juga dalam Asosiasi, 
antara lain Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum 
Indonesia (APPTHI), Aliansi Program Doktor Manajemen 
Indonesia (APDMI), Aliansi Program Magister Manajemen 
Indonesia (APMMI), dan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI)

Sekolah Pascasarjana Unpar terletak di Jalan Merdeka No. 30, 
Bandung, sangat strategis, berada di pusat kota Bandung, 
yang berseberangan langsung dengan Kantor Pemerintahan 
Kota Bandung, Pusat Perbelanjaan, Hotel,  Sarana 
Peribadatan, dan lingkungan yang asri nan sejuk, yang akan 
mendukung kegiatan belajar mahasiswanya. Beberapa 
fasilitas pendukung kegiatan perkuliahan diantaranya Aula, 
Ruang Sidang, Ruang Kuliah yang barkapasitas 5 sampai 300 

orang, yang digunakan sebagai Ruang Ujian, Seminar, 
ataupun Pela�han. Dilengkapi wi-fi, infocus, AC, dan 
peralatan penunjang perkuliahan lainnya. 

Studio/Ruang Kerja Arsitektur berada di lantai 2, digunakan 
mahasiswa Arsitektur dalam melakukan diskusi, pembuatan 
tugas kuliah, proses pembuatan replika bangunan, 
perancangan, dan seminar. Dilengkapi dengan penunjang 
tugas perkuliahan Arsitektur.

Perpustakaan Pascasarjana Unpar terletak di lantai 3 dengan 
koleksi buku-buku yang cukup baik, terintegrasi dengan 
perpustakaan pusat di Jalan Ciumbuleuit. Dilengkapi dengan 
digital library. Terdapat pula 3 buah Ruang Kerja Doktor yang 
berkapasitas 2 sampai 3 orang.

Kuliah Umum terkait Bencana

Dr. Indarto, Alumni Doktor Ilmu Hukum

(Sekolah Pascasarjana)
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Historia

Enam Puluh Tahun Lalu, 1957

Parahyangan Bekerja Sama dengan UI,
dan “Panti Budaya” Dijadikan Kampus

kademi Perniagaan Parahyangan, yang kemudian Aberubah nama menjadi Perguruan Tinggi Sosio 
Ekonomi (PTSE) Parahyangan, memperoleh sambutan 

hangat masyarakat. Ya, visi-komitmen-keberanian dwitunggal 
founding fathers ternyata disambut gembira masyarakat yang 
membutuhkan pendidikan �nggi. Ruang kuliah di sebuah 
bangunan rumah di Jalan Merdeka Nomor 32 (kelak 
kemudian menjadi Nomor 30) �dak lagi mampu menampung 
kegiatan perkuliahan. Oleh karena itu, PTSE Parahyangan pun 
meminjam ruang-ruang kelas Sekolah Kesejahteraan 
Keluarga Pertama (SKKP) Mater Amabilis (dahulu dikenal 
sebagai “gedung biru”) di Kompleks Santa Angela, masuk dari 
belakang, dari Jalan Kenari. Kuliah-kuliah diselenggarakan 
pada sore hari.

Tokoh-tokoh Jawa Barat pun berkenan duduk sebagai dalam 
Dewan Kurator PTSE Parahyangan, yaitu
a. R. Ipik Gandamana;
b. R. Enoch Danubrata;
c. R. Abas Wilaga Somantri;
d. Ir. Effendi Saleh;
e. R. Sidik Danubrata; dan
f. R. Pandu Suradiningrat.

PTSE Parahyangan serius dalam mengembangkan mutu 
akademiknya. Keseriusan itu diwujudkan dengan mohon 
kesediaan dosen-dosen Fakultas Ekonomi Universitas 
Indonesia untuk berkenan mengajar di PTSE Parahyangan. 
Dosen-dosen FEUI pun bolak-balik Jakarta-Bandung untuk 
memberikan kuliah di PTSE Parahyangan yang masih muda 
belia. Hal ini juga mencerminkan perha�an dan penghargaan 
Pemerintah atas upaya PTSE Parahyangan mencerdaskan 
bangsa. Penghargaan itu juga diungkapkan dalam 
kesempatan yang diberikan kepada para mahasiswa �ngkat 
kedua PTSE Parahyangan untuk mengiku� ujian penghabisan 
Kursus BI Ekonomi (kursus BI adalah kursus untuk mendidik 
calon guru Sekolah Lanjutan Atas pada waktu itu). Hal ini 
terjadi karena sebagian dosen PTSE Parahyangan adalah 
tenaga pengajar dari FEUI. Mahasiswa dari PTSE Parahyangan 
pun dapat pindah dan diterima di FEUI pada �ngkat yang 
sama. Sejak tanggal 25 September 1957 sarjana muda 
Parahyangan diperkenankan langsung menyelesaikan 
studinya di FEUI.

Kerja sama PTSE Parahyangan dengan FEUI terjalin ke�ka Dr. 
Soemitro Djojohadikoesoemo menjabat sebagai Dekan FEUI. 

Beliau pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan 
Perdagangan, Menteri Keuangan, dan Menteri Riset dan 
Teknologi.  Sekretaris FEUI waktu itu dijabat oleh Dr. Paul 
Mawira. Beliau berjasa dalam membantu Akademi 
Perniagaan Parahyangan dan PTSE Parahyangan pada masa-
masa awal. Sebagai Sekretaris FEUI, terutama beliau 
mendukung upaya penyediaan dosen yang berkualitas dari UI 
untuk memberikan kuliah di Parahyangan. Bapak Soemitro 
Djojohadikoesoemo maupun Bapak Paul Mawira adalah 
alumni Nederlandsche Economische Hogeschool  di 
Ro�erdam (kemudian perguruan �nggi  tersebut 

Akademi Perniagaan Parahyangan, yang didirikan pada 17 Januari 1955, memperoleh sambutan 
masyarakat. Tidak lama kemudian namanya diubah menjadi Perguruan Tinggi Sosio Ekonomi (PTSE) 
Parahyangan karena lingkupnya lebih luas, bukan hanya perniagaan. Keseriusan PTSE Parahyangan untuk 
mengembangkan mutu akademiknya antara lain diwujudkan melalui kerja sama dengan Universitas 
Indonesia (UI) pada tahun 1957.
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Gambar: Penandatanganan kerja sama antara PTSE 
Parahyangan. Tampak Rektor PTSE Parahyangan (Mgr. Dr. 
N. Geise, OFM) dan Sekretaris FEUI (Dr. Paul Mawira).



bertransformasi menjadi Erasmus Universiteit Ro�erdam). 
Kebetulan, Dr. Njoto Amidjojo (tangan kanan Rektor PTSE 
Parahyangan waktu itu, Mgr. Dr. N. Geise, OFM) satu 
almamater dengan Bapak Soemitro Djojohadikoesoemo dan 
Bapak Paul Mawira.

Unpar berterima kasih kepada almarhum Prof. Dr. Soemitro 
Djojohadikoesoemo, almarhum Prof. Dr. Paul Mawira, dan 
dosen-dosen FEUI waktu itu, yang telah begitu mendukung 
visi-komitmen-keberanian dwitunggal founding fathers 
Unpar dalam upaya mencerdaskan bangsa. Berkat merekalah 
Parahyangan berkembang, segera memiliki kualitas bagus, di 
tengah prasarana yang masih terbatas.

Kuliah di “Pan� Budaya”

Kerja sama PTSE Parahyangan dengan FEUI menunjukkan 
bahwa walaupun masih muda belia, kualitas mahasiswa dan 
sarjana muda Parahyangan diakui oleh FEUI, disejajarkan, 
diperkenankan melanjutkan kuliah di FEUI. Hal ini dapat 
dimenger� karena dosen-dosen FEUI sendirilah yang 
mengajar mahasiswa-mahasiswa Parahyangan waktu itu. 
Dosen-dosen FEUI itu sudah mengalami sendiri proses 
belajar-mengajar di Parahyangan sehingga pengakuan dan 
kerja sama itu pun mudah dijalin.

Seminggu sesudah penandatanganan dengan FEUI, sejak 1 
Oktober 1957 gedung “Pan� Budaya” digunakan sebagai 
kampus, tempat mahasiswa Parahyangan melakukan 
kegiatan perkuliahan. Gedung “Pan� Budaya” adalah sebuah 
Balai Pertemuan Sosial milik Vikariat Apostolik Bandung. 
Lokasinya di per�gaan Jalan Merdeka – Jalan Perin�s 
Kemerdekaan, di sebelah selatan Balai Kota Bandung. Gedung 
itu kelak kemudian menjadi gedung bioskop “Vanda”, dan di 
tempat itulah kemudian berdirilah gedung Bank Indonesia 
bagian baru. Saat ini taman di dekatnya dinamakan “Taman 
Vanda”. 

Ya, Balai Pertemuan Sosial “Pan� Budaya” diubah fungsinya 
menjadi kampus. Bukan hanya ruang kuliah, “Pan� Budaya” 
dijadikan pula sebagai ruang kerja untuk kegiatan 
administrasi. Tentu saja organisasi Parahyangan waktu itu 
jauh lebih kecil dari sekarang. Semua serba penuh semangat 
dan keberanian untuk berpar�sipasi mencerdaskan bangsa. 
Semua serba terbatas. Tidak ada ruang rapat (mee�ng room); 
pembicaraan-pembicaraan dilakukan di tempat parkir 
sepeda. Ada pun perpustakaan Parahyangan menggunakan 
salah satu ruang di bangunan SD Santo Yusuf, Jalan Jawa.

Bandung tahun 1957 tentu saja belum seramai sekarang. 
Jalan-jalan masih sepi. Kendaraan bermotor masih rela�f 
sedikit. Sebagian besar mahasiswa mengendarai sepeda. 
Pada  masa-masa  awal  Parahyangan,  ku l iah  pun 
diselenggarakan pada sore hari. Waktu itu banyak karyawan 
yang menjadi mahasiswa; pagi bekerja dan sore berkuliah. 
Dengan menjadi afiliasi UI maka Parahyangan pun 
merupakan sebuah perguruan �nggi yang bergengsi, yang 
membanggakan, yang mana mahasiswanya disetarakan 
dengan UI, dapat melanjutkan kuliah di UI pada �ngkat yang 
sama. Alangkah bangga menjadi mahasiswa Parahyangan 
dengan kampus di pusat kota.

Di “Pan� Budaya”-lah Parahyangan menerima kunjungan 
Bung Ha�a pada tahun 1959 (dies natalis ke-4). Di sana 
pulalah Parahyangan menerima kunjungan Presiden 
Soekarno pada tahun 1961 (dies natalis ke-6). Pada tahun 
1961 sebuah kampus di Jalan Merdeka Nomor 32 (kemudian 
menjadi Nomor 30) diresmikan sehingga kegiatan 
perkuliahan pun dilangsungkan di kampus Jalan Merdeka. 
*** (PX)

Sumber:
Soediro, P. Krismastono (2015) Persembahan kepada Nusa 
Per�wi: Enam Puluh Tahun Universitas Katolik Parahyangan 
1955-2015. Bandung: Unpar Press.
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